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KATA SAMBUTAN 

Kami menyambut dengan gembira penerbitan buku tentang 
Hukum Waris Menurut KUHPerdata dari salah seorang dosen 
senior Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan -
Bandung ini. Tentu diharapkan bahwa penerbitan buku ini 
akan memperkaya khasanah pustaka tentang ilmu hukum pada 
umumnya maupun hukum waris Indonesia pada khususnya. Juga 
tersirat harapan bahwa buku ini dapat membantu semua orang, 
termasuk golongan penduduk yang bagi mereka berlaku Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang menundukkan 
diri, khususnya pada bidang hukum waris untuk memperoleh 
informasi selengkap mungkin tentang seluk beluk pewarisan di 
Indonesia. 

Penulis buku ini, dosen senior di Fakultas Hukum Unpar, 
Bapak Djaja S. Melia Ia, S.H, M.H. telah berpuluh tahun mengampu 
mata kuliah hukum perdata dan hukum waris. Pengalaman 
dan pengetahuannya tentang bidang inilah yang kemudian 
dituangkan ke dalam buku ini. Perlu pula dicermati bahwa buku 
ini didahului karya-karya lain dari penulis yang sama di bidang 
hukum perdata maupun hukum waris. Salah satu buku yang perlu 
disebut di sini adalah: Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum 
Waris Indonesia: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang diterbitkan 2008. Maka buku ini harus pula dibaca dalam 
kaitan dengan bagaimana praktik pewarisan menurut hukum 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hidup dan berkembang di 
Indonesia. 
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Jat turut mencerdaskan, terutama dalam 

2018 

ono 

' UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

KATA PENGANTAR 

Suatu saat seseorang pasti meninggal dunia dan pada 
umumnya meninggalkan harta warisan. Supaya tidak terjadi 
konflik di antara para ahli waris yang ditinggalkan maka 
diperlukan aturan atau perangkat hukum untuk mengaturnya. 
Salah satu perangkat hukum itu adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses 
beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya 
didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga 
sedarah. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tidak mengenal anak tiri atau anak angkat, tetapi mengenal 
saudara tiri, baik saudara tiri seayah atau saudara tiri seibu. 
Demikian pula tidak mengenal ahli waris yang ditinggalkan 
lebih dari satu orang istrinya, sebagaimana dapat terjadi 
dalam masyarakat hukum adat ataupun bagi mereka yang 
melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak membedakan 
hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan atau apakah ia 
sudah menikah atau belum, atau apakah ia anak dari perkawinan 
pertama atau kedua dan seterusnya . 

Ciri khasnya ialah sejak kematian pewaris, seketika itu pula 
sekalian para ahli warisnya dapat meminta pembagian atau 
pemisahan harta warisan. Bagaimana caranya membagi atau 
memisahkan harta peninggalan pewaris? Siapa-siapa saja yang 
menjadi ahli warisnya? Bagaimana kalau ada surat wasiat? Hal
hal inilah yang menjadi substansi dari buku ini. Sebagian materi 
yang disajikan, pernah dimuat dalam buku penulis, berjudul 
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Hukum Perdata dalam Perspektif BW ataupun buku lain yang 
berjudul Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan 
Hukum Perikatan. Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi 
kedua buku tersebut. 

Tentang kedudukan hukum ahli waris dan inbreng 

{pemasukan) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
merupakan bagian {Bab) dari sistem pewarisan menurut surat 
wasiat, tetapi dalam buku ini pembahasannya dilakukan dalam 
pewarisan ab intestato agar dapat memudahkan perhitungan 
pembagian harta warisan manakala ada hibah dari pewaris 
{semasa hidupnya) atau ada ahli waris yang menerima atau 
menolak warisan. 

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU
VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 mengenai anak luar kawin, 
haruslah dimaknai dengan pengertian anak luar kawin dalam arti 
sempit, yakni anak yang lahir dari hasil hubungan bapak biologis 
dan ibu biologis yang tidak terikat perkawinan dengan orang 
lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. 
Dengan demikian, bukan anak zina dan bukan anak sumbang. 

Semoga bermanfaat. 

Bandung, Agustus 2018 

Penulis 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Hukum Waris Diatur dalam Buku II KUHPerdata 

Buku II KUHPerdata, tidak hanya mengatur tentang Benda 
dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang 
Hukum Waris. 

Mengapa Hukum Waris diatur dalam Buku II KUHPerdata? 

KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan 
atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 
KUHPerdata). Di sam ping itu, Pasal584 KUHPerdata menyebutkan 
hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak 
milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur 
dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan 
dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini 
pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam 
Buku II KUHPerdata. BW Belanda yang baru (NBW) memberi 
tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris 
sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda 
dan Hukum Perikatan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 
NBW. Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh 
perkembangan atau perubahan oleh undang-undang adalah 
Hukum Waris. 1 Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya 
yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh Yurisprudensi. 
Misalnya penjualan hak waris atau warisan yang belum dibagi
bagi, tidaklah bertentangan dengan hukum adat ataupun hukum 
Islam (Putusan Mahkamah Agung tanggal3 April1968, No. 116K/ 
Sip/1967) atau tukar agama, dalam hal ini. si pembuat wasiat 
telah masuk Islam tidaklah menyebabkan gugurnya Surat Wasiat 

1 



(Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1976 No. SSOK/ 
Sip/1973). 

Demikian pula perbedaan agama tidak menghalangi ahli 
waris untuk mewarisi harta warisan, sebagaimana putusan 
Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999 tertanggal 29 September 
1999, menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam, 
pelaksanaannya dapat melalui lembaga wasiat wajibah. 

B. Sejarah Hukum Waris2 

Pada mulanya hak milik pribadi (hak milik perorangan) tidak 
dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok (keluarga), sehingga 
soal warisan tidak menimbulkan masalah. Dalam perkembangan 
masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak 
miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan. 

Walaupun demikian tidak dengan sendirinya timbul hak 
mewaris karena apabila seseorang meninggal dunia, barang
barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama. 
Setelah harta peninggalan tidak ikut dikubur, maka timbullah hak 
mewaris. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan 
untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang 
bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah 
testamen (wasiat). 

C. Sistem Pewarisan Menurut KUHPerdata 

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdata, adalah 
Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut 
pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi 
haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan 
dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian 
warisannya itu, menunjukan bahwa sifat kewarisan yang diatur 
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m, dan memperoleh bagian yang menjadi 
san dari ayahnya maupun harta warisan 
k bagi ahli waris untuk menuntut bagian 
jukan bahwa sifat kewarisan yang diatur 

dalam KUHPerdata (B.W.) adalah "lndividucd mutlak".3 Namun 
demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan 
pemisahan (pembagian) harta warisan it u selama 5 (lima) tahun 
dan tiap kali j angka waktu it u terlampaui dapat diperbaharui 
(Pasal1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdata) . 

Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat 
lndividuai-Kolektif. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam 
adalah juga individual, tetapi individual bilateral. Sistem 
pewarisan menurut Hukum Islam tidak mengenal sifat mutlak 
untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan 
harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan 
dengan cara musyawarah . Untuk siapa berlaku sistem pewarisan 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini? Sistem ini 

berlaku untuk: 

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan 

Eropa. 

2. Golongan Timur Asing Tionghoa. 

3. Golongan Timur Asing lainnya dan Golongan Pribumi yang 
menundukkan diri. 

D. Beberapa Asas Hukum Waris dalam KUHPerdata4 

Didalam Hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain 

dapat disebutkan: 

1. Asas "/e mort saisit /e vif' disingkat dengan hak saisine. 

Asas "le mort saisit le vif' mengandung arti bahwa jika 
seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak 
dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak 
diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun. 



2. Asas Individual 

Asas Individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah 

perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok 

suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a I<UHPerdata). 

3. Asas Bilateral 

Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidal< hanya mewaris 

dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula 

saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya 

maupun saudara perempuannya, bail< yang sekandung 

maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan 

Pasal 857 I<UHPerdata). 

4. Asas Perderajatan 

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih 

dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris 

yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah 

perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 

ayat (1) KUHPerdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan 

"siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan 

yang akan dia dapat". 5 Namun demikian ada kekecualian, 

karena terdapat kemungkinan golongan Ill dan golongan IV 
bersama-sama muncul sebagai ahli waris. 

5. Asas Kematian 

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 

830 KUHPerdata). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan 

tidak hadir (Pasal467 jo Pasal 470 KUHPerdata). 

E. Pengertian Hukum Waris 

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang 

peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang 

yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. 
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akan menimbu 

1. 

2. Kapan har1 

3. Harta keka 

4. Bagaiman< 

Ad. 1. Agar h< 
warisnya, 

umum dar 

Syarat um 

1. Ada 01 

2. Ada al 



3rti bahwa yang menjadi ahli waris adalah 
kelompok ahli waris dan bukan kelompok 
:Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdata). 

·ti bahwa seseorang tidak hanya mewaris 
tetapi juga dari ibunya, demikian pula 

1ewaris baik dari saudara laki-lakinya 

~erempuannya, baik yang sekandung 
'I (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan 
rta). 

Jerarti ahli waris yang derajatnya lebih 

Jewaris menutup peluang ahli waris 
~rajatnya, maka untuk mempermudah 

an penggolongan ahli waris (Pasal 832 
ta). Dalam hal ini berlaku ungkapan 
arah yang paling dekat, maka warisan 
lt".s Namun demikian ada kekecualian 
nungkinan golongan Ill dan golongan IV 
:ul sebagai ahli waris. 

1ya berlangsung karena kematian (Pasa/ 
~kecualian dapat terjadi dalam keadaan 
7 jo Pasal 470 KUHPerdata). 

Maris 

rh ketentuan yang mengatur tentang 
n (hak dan kewajiban) dari seseorang 
pada seorang atau lebih. 

Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan 

hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal 
dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya 
bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka 

maupun dengan pihak ketiga. 6 

Dari kedua definisi ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu: 

1. Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan 
harta kekayaan kepada orang lain. 

2. Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan. 

3. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva 
dan passiva (boedel). 

4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan 
kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya. 

Dari pengertian "pewarisan", sebagaimana diuraikan di atas, 

akan menimbulkan 4 (empat) pertanyaan, yakni: 

1. Apa syarat-syaratnya agar harta kekayaan pewaris beralih 
kepada ahli warisnya? 

2. Kapan harta kekayaan itu beralih? 

3. Harta kekayaan apa saja yang beralih? 

4. Bagaimana caranya harta kekayaan itu beralih? 

Ad. 1. Agar harta kekayaan beralih dari si pewaris kepada ahli 
warisnya, harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1) syarat 
umum dan 2) syarat mutlak. 

Syarat umum, ialah: 

1. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal830 KUHPerdata). 

2. Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal836 KUHPerdata). 




